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2.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data,
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara
untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan,
akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan
pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan

keputusan.

Sistem di definisikan oleh Wilkinson (1992) dalam Mulyono (2009) Sistem
adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih,
sedangkan menurut McLoad dan Schell, (2001) Sistem adalah sekelompok
elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu
tujuan. Informasi menurut Supriyanto, (2005) adalah data yang telah diolah
menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil
keputusan saat ini atau mendatang, sedangkan informasi menurut Wilkinson
(1992) merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang
terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui

pemrosesan.



Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh
pemerintah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah
Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam
penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu
pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari
berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada
asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabe (Saragih,
2008). Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari
Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan
keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan

pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan
SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah
dalam Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan

pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Proses keuangan pada Pemerintah Daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran,
Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Laporan Keuangan, Peranan SIPKD
adalah melakukan pemrosesan dan pengelolaan hubungan pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan
Laporan Keuangan pada masing-masing instansi terkait, diharapkan dengan
pengimplementasian aplikasi sistem informasi dalam proses penyusunan dan
pelaporan keuangan pada setiap daerah dapat membantu dalam meningkatkan

efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Dalam perkembangannya SIPKD sampai saat ini sudah ditetapkan oleh
pemerintah di 171 kabupaten dan kota. Implementasi Aplikasi SIPKD merupakan
aplikasi berbasis web dimana setiap bagian (penganggaran, penatausahaan,
akuntansi dan pelaporan) saling terintegrsi satu sama lain. Sistem ini terdiri dari 3
modul utama yang cukup besar yaitu modul Core, Non Core dan Kolaborasi.
Modul Core merupakan modul inti dalam SIPKD yang berisi proses perumusan
anggaran, pelaksanaan kas, dan pembukuan serta pertanggungjawaban APBD.
Modul Non Core yang merupakan modul tambahan dalam SIPKD, berisi catatan
pendapatan dan piutang, payroll dan manajemen aset daerah. Sedangkan modul
Kolaborasi lebih ditujukan kepada para pejabat daerah karena berisi Sistem
Informasi  Eksekutif. Sistem yang dibangun ini merupakan suatu sistem
dokumentasi terkomputerisasi yang digunakan untuk menyimpan dengan baik
semua berkas yang dihasilkan dalam proses perancangan dan pelaksanaan APBD.
Penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi pada organisasi

sektor publik berbeda dengan penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem



informasi pada organisasi sektor bisnis, dimana investasi dan penerapan aplikasi
teknologi informasi dan sistem informasi dalam organisasi bisnis dibutuhkan
dalam penunjang kinerja organisasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan

dinamika bersaing dalam memperoleh laba.

Pemerintah Pusat menyelenggarakan penerapan aplikasi SIPKD secara nasional
dengan tujuan:
1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan,
Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisit Anggaran; dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan

defisit anggaran daerah.

Ini menunjukan pengimplementasian aplikasi sistem informasi dan teknologi
informasi dalam sektor publik, dapat meningkatkan kinerja yang maksimal yang
mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektifitas atau kualitas yang
lebih tinggi dari penyelesaiaan serangkaian tugas yang dibebankan kepada
individu dalam perusahaan atau organisasi. Dengan meningkatnya tingkat
efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah maka akan
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian
semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi
sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah daerah pada

umumnya dan proses pengelolaan keuangan pada khususnya.
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2.1.3. Kesuksesan Sistem Informasi

Hasil-hasil yang ditampilkan oleh DelLone dan McLean menunjukkan bahwa
pengukuran keberhasilan (2003) sistem informasi bukan pengukuran tunggal
tetapi merupakan suatu konstruk multidimensi. Berdasarkan kontribusi-kontribusi
penelitian-penelitian sebelumnya dan akibat perubahan-perubahan dari peran dan
penanganan sistem informasi yang telah berkembang, DelLone dan McLean
(2003) memperbaharui modelnya dan menyebutnya sebagai model kesuksesan
sistem informasi D & M diperbaharui (update D&M IS success model) Hal-hal

yang diperbaharui ini adalah sebagai berikut :

1. Menambahkan dimensi kualitas pelayanan (service quality) sebagai
tambahan dari dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas

sistem (system quality) dan kualitas informasi (information quality)

2. Menggabungkan dampak individual (individual impact) dan dampak
organisasional (organizational impact) menjadi satu variabel yaitu menjadi
manfaat-manfaat bersih (net benefits). Tujuan penggabungan ini adalah

untuk menjaga model tetap sederhana (parsimony)

3. Menambahkan dimensi minat pemakai (intention to use) sebagai alternatif
dari dimensi pemakaian (use). Pengukuran dari pemakaian (use)
mempunyai banyak dimensi, seperti misalnya pemakaian sukarela atau
wajib, mendapat informasi (informed) atau tidak mendapat informasi
(informed) atau tidak mendapatkan informasi (uninformed), dan lainnya.

DeLone dan McLean (2003) mengusulkan pengukuran alternatif, yaitu
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minat memakai (intention to use). Minat memakai adalah suatu sikap

(attitude). Sedang pemakaian (use) adalah suatu perilaku (behaviour)

Pemakaian (use) dan kepuasan pemakaian (user satisfaction) saling
mempengaruhi dengan sangat erat. Pemakaian (use) harus didahului
kepuasan pemakaian (user satisfaction) sebagai suatu proses, tetapi
pengalaman yang positif karena menggunakan (use) akan mengakibatkan
kepuasan pemakaian yang lebih tinggi sebagai suatu kausal. Secara sama,
peningkatan kepuasan pemakai akan mengakibatkan oeningkatan minat

menggunakan (intention to use) dan kemudian menggunakan (use).

Dampak dari sistem informasi sudah meningkat tidak hanya dampaknya
pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampak sudah ke grup
pemakai, ke antar organisasi, konsumen, kontraktor, sosial bahkan negara.
DeLone dan McLean (2003) mengusulkan untuk menamakannya semua
manfaat menjadi suatu manfaat tunggal yang disebut dengan nama
manfaat-manfaat bersih (net benefits) jika manfaat-manfaat bersih (net
benefits) positif akan menguatkan minat pemakai. Umpan balik ini masi

valid bahkan untuk manfaat-manfaat bersih yang negatif.

Kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan dua dimensi pertama dan utama

pada D&M IS Success Model, dimana kualitas sistem menunjukan kualitas

produk dari aplikasi sistem informasinya dan kualitas informasi menunjukan

kualitas produk yang dihasilkan oleh aplikasi sistem informasinya. Kedua kualitas

tersebut, menentukan sikap dari pemakainya sebagai penerima informasinya.

Penggunaan sistem dan informasinya akan mempunyai pengaruh pada
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pemakainya dan pada sistemnya. Pengaruh pada pemakainya akan menentukan
kepuasan dari pemakainya dan dampak pada individualnya. Pengaruh dari

sistemnya akan dipengaruhi dampak organisasinya.

Begitu juga dengan Livari (2005) pada penelitiannya di sektor publik memberikan
bukti empiris bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan penggunanya yang juga berpengaruh signifikan terhadap
dampak organisasi (organizational impact). Hal ini dikarenakan obyek penelitian

Livari (2005) menggunakan obyek penggunaan sistem yang mandatory.

Leavitt (1965) dalam Livari (2005) mencermati bahwa penerapan sistem
informasi yang baru akan berdampak pada reaksi yang ditunjukkan oleh perilaku
individu dalam organisasi. Reaksi itu dapat berupa munculnya motivasi baru
untuk bersaing dan meningkatkan kinerja. Secara positif keberadaan sistem
informasi baru akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu
dalam organisasi untuk bekerja sama lebih baik, yang pada gilirannya berdampak

pada kinerja organisasi dan sebaliknya.

Peneliti di bidang ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dapat
menjadi stimulus dalam mengubah hirarki pengambilan keputusan dan
menurunkan biaya untuk distribusi informasi. Keberadaan sistem informasi dapat
memangkas fungsi dari manajer tingkat menengah. Dengan terpangkasnya fungsi
manajer tingkat menengah ini maka keputusan dapat diambil secara lebih cepat
dan lebih murah, begitu juga dengan distribusi informasi. Hal ini merupakan
alasan yang menguatkan bahwa keberadaan sistem informasi dapat meningkatkan

kualitas Kinerja organisasi, dalam kasus ini untuk pemerintah daerah, dalam
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rangka peningkatan transparasi dan akuntabilitas keuangan daerah, khususnya

laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.4. Karakteristik Sistem

Menurut Agus Mulyanto (2009 : 2) mengatakan bahwa suatu sistem mempunyai

karakteristik agar sistem dapat dibedakan dengan sistem yang lain. Berikut ini

macam-macam karakteristik suatu sistem, diantaranya :

1.

Komponen Sistem (component), dimana suatu sistem terdiri dari sejumlah
komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan.
Suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih
besar, maka disebut subsistem, sedangkan sistem yang lebih besar tersebut
adalah lingkungannya.

Batas Sistem (boundary) merupakan pembatas atau pemisah suatu sistem
dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

Lingkungan Luar Sistem (environment) merupakan sesuatu di luar batas dari
sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang
menguntungkan ataupun yang merugikan.

Penghubung Sistem (interface) merupakan hal yang sangat penting, sebab
tanpa adanya penghubung, sistem akan berisi kumpulan subsistem yang
berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Maka dari itu penghubung dapat
juga didefinisikan sebagai tempat dimana komponen atau sistem dan
lingkungannya bertemu atau berinteraksi.

Masukan Sistem (input) merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem,
dimana masukan tersebut dapat berupa bahan yang dimasukkan agar sistem
tersebut dapat beroperasi (maintenance input), dan masukan yang diproses

untuk mendapat keluaran (signal input).
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6. Keluaran Sistem (output) merupakan hasil dari pemrosesan, yang berupa
informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa
pembuangan.

7. Pengolah sistem (process) merupakan bagian yang melakukan perubahan dari
masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.

8. Sasaran Sistem merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sistem, agar

sistem menjadi terarah dan terkendali.

2.1.5 Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas Sistem Informasi dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator

yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Bodnar (2000)

menjabarkan beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi

sebagai berikut:

1.

Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik
karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat
kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal
acess dan kerusakan pada sistem.

Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi
dalam permintaan pemakaian sistem.Tingkat kemampuan sistem informasi
berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara
periodik maupun nonperiodik,untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan
keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis

kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
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4. Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi
informasi. Dalam hal ini tidak hanyam engenai volumenya, tetapi juga
mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis
teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.

5. Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau
keluaran informasi, baik dalam analis data, pelayanan, maupun penyajian data.
Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang

dihasilkan

2.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government)
telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem ini bertujuan agar penyelenggara
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan

nepotisme (KKN).

Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, beberapa diantaranya dapat

diikhtisarkan sebagai berikut :
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1. Sjahruddin Rasul (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan
secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas
yang lebih tinggi atas tindakan ‘“seseorang” atau sekelompok orang
terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam
konteks institusi pemerintah, ‘“seseorang” tersebut adalah pimpinan
instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat

atau publik sebagai pemberi amanat.

2. J.B. Ghartey (2001) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk
mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewarship
yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu

petanggunghawaban harus dilaksanakan.

3. Ledvina V. Carino (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan
suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas
baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari
tanggung jawab dan kemenangannya. Setiap orang harus benar-benar
menyadari bahwa tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada
dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya

juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain.

4. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban
seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah
diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu

media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
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5. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan
menjelaskan Kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-
pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari
orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber

daya tertentu.

Berdasarkan berbagai difinisi akuntabilitas seperti tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang
atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Sesuai Pasal 1 UU 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa tanggung jawab keuangan
negara merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,

ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut M. Ryaas Rasyid (2003) prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber

daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan

2.2.3 Akuntabilitas Keuangan

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem
akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres
tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran Yyang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara periodik.

Sjahruddin Rasul (2007) menyatakan pada dasarnya pengelolaan kekayaan daerah
harus memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan yang
harus dipenuhi paling tidak memenuhi:
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for
Probity and Legality),
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probility) terkait dengan
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat
dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan
akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan
publik.

2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability),
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Akuntabiltas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan pengelolan kekayaan daerah, termasuk didalamnya
dilakukannya compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan
penghapusan mark up. Untuk itu perlu kecukupan system informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah
daerah terhadap kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan

kekayaan daerah

2.2.4. Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat
melaksanakan otonomi serta melaksanakan pemerintahan pastilah membutuhkan
uang untuk menjalankan pemerintahannya. Dimana berdasarkan Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Pusat dan Daerah merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam menjalankan
pemerintahan. Menurut Widjaja (2000) dalam bukunya Otonomi Daerah dan
Daerah Otonomi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan keuangan daerah
adalah : “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut dalam kerangka APBD” Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya

keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu:
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a. Hak Daerah
b. Kewajiban Daerah

c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

2.3 Pengaruh Implementasi Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Salah satu kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
terletak pada ketidakmampuan menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi
mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses penatausahaan, sehingga
menimbulkan banyak data yang tidak akurat dalam proses akuntansi yang
menghasilkan LKPD. Kelemahan lain pada pengelolaan keuangan daerah adalah
tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak
data penting yang hilang. Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah tentu sangat
berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyajikan
LKPD yang transparan dan akuntabel. Ditjen Keuangan Daerah perlu terus
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan
keuangan negara demi perbaikan kualitas laporan keuangan dalam rangka

mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini, implementasi standar akuntansi pemerintah sesungguhnya
merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur
terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusianya. Pada era reformasi

dan desentralisasi sekarang ini, good governance, khususnya transparansi dan
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akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah menjadi isu

sentral yang menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital pada masyarakat,
hampir semua instansi pemerintah telah memiliki halaman web sendiri. Melalui
website ini, instansi pemerintah telah dapat menyajikan informasi tentang hal-hal
yang berkaitan perencanaan pembangunan, struktur organisasi tata Kkerja,
pelayanan publik, peraturan website yang diteliti yang mempublikasikan laporan

keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Strategi yang ditawarkan dalam hal pembaruan teknologi ini adalah
mengoptimalkan penggunaan website instansi pemerintah dengan mengupayakan
lebih transparan dan dapat digunakan langsung oleh masyarakat untuk
mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan anggaran pemerintah
daerah. SIPKD hadir untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan keuangan. Hal tersebut berarti bahwa untuk mempercepat proses
penyampaian informasi keuangan daerah diperlukan sebuah sistem aplikasi yang
dapat mengakomodir seluruh pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah,

yakni SIPKD.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut
peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini,
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fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah

teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap

beberapa hasil penelitian berupa skrpsi dan jurnal-jurnal melalui internet.

Adapun penelitian sebelumnya diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti
(Tahun Penelitian)

Judul Penelitian

Kesimpulan

Persamaan

Perbedaan

Budi Mulyana/ 2006

Pengaruh Penyajian
Neraca Daerah dan
Aksesibilitas Laporan
Keuangan terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

-Penyajian neraca
daerah dan
aksesbilitas laporan
keuangan secara
bersama-sama
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap aksesibilitas
keuangan daerah.

Membahas
akuntabilitas
keuangan daerah

- Penelitian tidak
membahas
tentang SIPKD
populasi dalam
penelitian ini
adalah pengguna
eksternal laporan
keuangan
pemerintah
daerah di wilayah
Propinsi Daerah

Istimewa
Yogyakarta
Imam Mulyono / Uji Empiris Model model kesuksesan - Menganalisis Populasi dalam
2009 Kesuksesan Sistem sistem informasi Sistem penelitian ini
Informasi Keuangan DeLone and Mc Lean Informasi adalah pengguna
Daerah (SIKD) dalam | terbukti signifikan Keuangan sistem informasi
rangka Peningkatan secara empiris dalam Daerah terhadap keuangan daerah
Transparasi dan kasus kesuksesan Akuntabilitas Pemkot Malang
Akuntabilitas implementasi SIKD Keuangan dan Pemkot Batu.
Keuangan Daerah. terutama di obyek Daerah
penelitian.
Imanuriea Annisa Analisis Model - Kualitas sistem - Menganalisis Penelitian
Putri/ 2011 Kesuksesan dan kualitas SIPKD terhadap menggunakan
Implementasi informasi Akuntabilitas sampel dan
Aplikasi SIPKD berpengaruh keuangan responden dari
Dalam Rangka signifikan terhadap Daerah pemda kabupaten
Peningkatan kepuasan lampung timur.
Transparasi dan pengguna;
Akuntabilitas - Kepuasan
Keuangan Daerah pengguna tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
net benefit.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian pengaruh

implementasi aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemda Provinsi

Lampung sebagai berikut:
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Implementasi Aplikasi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan
SIPKD (X) Daerah (Y)
1. Keamanan data 1. Akuntabilitas kejujuran dan
2. Waktu —> akuntabilitas hukum
3. Ketelitian 2. Akuntabilitas proses
4. Variasi laporan atau output 3. Akuntabilitas kebijakan
5. Relevansi _ _
Bodnar (2000) Sjahruddin Rasul (2007)

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan

hipotesis sebagai berikut yaitu *

Ha: Implementasi aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas

keuangan Daerah Pada Pemda Provinsi Lampung
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